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Dasar Hukum

Nama SOP

. |Uji Konsekuensi Informasi Publik

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

PerKl Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

PerKI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
PerKl Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 76 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Pengelola
Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;

7 Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 396 Tahun 2025 tentang Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
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1. Menguasai pengoperasian komputer
2. Mempunyai etos kerja
3 Memiliki ketelitian/cermat
4.
5

Keterkaitan Peralatan/ Perlengkapan
1. Fornulir Permohonan Informasi Publik;
2. Komputer
3.

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Bila prosedur ini ada yang terlewati maka permohonan informasi tidak akan terlayani dengan
baik;
2 Bila prosedur ini tidak berjalan dengan baik maka pelayanan prima tidak akan tercapai.

1. Formulir Permohonan Informasi Fotocopy/scan identitas diri

2.
3.




Mengidentifikasi informasi dan dokumen yang berpotensi
dikecualikan dan memerlukan uji konsekuensi

Uji Konsekuensi Informasi Publik

Permintaan informasi

30 Menit

daftar informasi yang
akan di uji

Kepala Biro menugaskan Admin PPID untuk menerima, dan
mencatat usulan uji konsekuesi;

Register atau nota
dinas usulan

30 menit

Register usulan uji
konsekuensi

PPID Pelaksana menelaah substansi, mengidentifikasi dasar
hukum dan menyusun bahan uji kompetensi;

Dokumen, peraturan
perundang-
undangan,dan daftar
informasi yang
dikecualikan.

1-5 hari kerja

Bahan telaah dan
identifikasi dasar hukum

Unit penguasa informasi menyediakan dokumen, memberikan
penjelasan teknis, dan memverifikasi substansi.

Dokumen pendukung

1-5 hari kerja

Klarifikasi dan dokumen
pendukung

Matriks final dan

Hasil dan penetapan

Menetapkan hasil uji kompetensi dan status informasi. i Konsep penetapan 1 hari kerja hasil uji konsekuensi
Memasukkan informasi yang dinyatakan dikecualikan ke dalam
Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) dan menyampaikan hasil uji DIK 1 harikerja|DIK diperharui

konsekuensi kepada unit terkait dan menjadi dasar layanan
informasi

Selesai
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